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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI BEKASI,

bahwa sesual Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah MNomor 69 Tahun 2010 fentang Tata Cara
Pembarian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka terhadap instansi pelaksana
pemungutan retribusi daerah diberikan Insentif yang diberikan
sebagai penghargaan atas kinerjanya dalam melaksanakan
pemungutan retribusi daerah:

hahwa [nsentif Pemungutan Retribusi Daerah semula telah
ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 4
Tahun 2013, namun pelaksanaannya perlu ditinjau dan
disesuaikan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huref a dan huref b di atas. maka penyesuaiannya tersebut
peru ditatapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Momor 14 Tahun 1850 tentang F‘Eﬂ’_ﬁbﬂ_r‘ltulﬁln
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Baral (Berita Megara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Fembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Dasrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat {Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 1968 Momor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 2851);

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nemeor 5, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomaor 4355)



3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntaban
Dasergh (Lembaran Negarz Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia
MNomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Momor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daura_h
dan Ratribusi Dserah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nemor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Momor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
Dasrah (Lembaran Negara Republik |Indonesia Tahun 2010
Momor 119,

6 Peraturan Menter Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Fedoman Fengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Megeri Momar 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 8§ Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor ),

B. Peraturean Daerah Kabupaten Bekasi Momor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7)
sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan
Peraturean Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bekasi {Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012
Nomar 8);

&%  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor § Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah | Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
« Tahun 2011 Nomar 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2013
tentang Relribus: Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Warga MNegara Asing ( Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2013 Nomaor 3 ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI BEEKASI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH.



BAB |
KETENTUAN LUMLUM

Pasal 1

Dialam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1

2

Daerah adalah Kabupaten Bekasi

Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Dasrah.

Bupati adalah Bupali Bekasi

FPenanggung jawab pengelola keuangan daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati yang
merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah

Koordinator pengelola keuangan daerah adalah Sekretaris Daerah yang merupakan
pejabat yang bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan retribusi yang selanjutnya
disebut SKPD pelaksana adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang
melakzanakan pemungutan retribusi dasrah.

Insentif pemungutan retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan =sebagai penghargaan atas kinera tertentu dalam
mealaksanakan pemungutan retribusi.

Retrnibusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagal pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus dissdigkan danfatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak dan retribusi, penantuan besamya pajak atau retribusi yvang terutang sampai

kegiatan penagihan pajak atau refrnbusi kepada Wajib Pajak atau wajib Retribusi serta
pengawasan penyelorannys

BAB 1l
FENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungutan retribusi.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dibayarkan kepada !

a  Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi;
b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi,
c. Pejabat dan pegawal pada SKFPD pelaksana pemungut retribusi sesuai dengan

tanggung jawab masing-masing.



[3)

(4)

Faszal 2

SKPD pelaksana permungut retribusi dibenkan insentif apabila mencapai kinera tertentu.
Pemberian insent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada
awal triwuian berikutnya yang dihitung berdasarkan tahapan penerima tiap jenis Retribusi
yang telah disetor ke Kas Daerah.

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut
dibayarkan pada awal friwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan

yang ditentukan.
Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penenmaan tidak tercapal, tidak

membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 4

Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pencapaian rencana
penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
dijabarkan secara triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Rencana penerimaan retribusi per triwulan ditetapkan sebagai berikut;

1. sampai dengan iriwulan | : 20% (dua puluh perseratus)

2. sampai dengan triwulan Il | 45% (empat puluh lima perseratus)
3. sampai dengan triwulan Il 70% (tujub puluh perseratus)

4, sampai dengan triwulan IV - 100% (seratus perseraius)

Apabila pada akhir triwulan | realisasi mencapai 20% (dua puiuh perseratus) atau lebih.
insentif diberikan pada triwulan |I;

Apabila pada akhir triwulan | realisasi kurang dan 20% (dua puluh perseratus), insentif
tidak diberikan pada awal triwulan I

Apabila pada akhir triwulan || realisasi mencapal 45% (empat puluh lima perseratus),
insentif diberikan untuk triwulan | yang belum dibayarkan pada triwulan I

Apabila pada akhir triwulan |l realisasi kurang dari 45% (empat puluh lima perseratus),
insentif untuk triwulan 1| belum dibayarkan pada awal trivulan 11,

Apabila pada akhir triwulan || realisasi kurang dari 70% (tujuh pulub perseratus). insentif
tidak diberikan pada awal triwulan IV,

Apabila pada akhir tiwulan Il realisasi mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) atau lebih,
insentif diberikan pada triwulan 1V,

Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih,
insentif diberikan untuk tnwulan yvang belum dibayarkan;

Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih
dari 70% (tujuh puluh perseratug), Insentif diberikan untuk triwulan 11 dan triwulan
sebelumnya yang belum dibavarkan.



BAE Il
SUMBER INSENTIF
Pazal 5

Ins=ntif barsumber dari pendapatan retribusi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan
Diaerah yang mengatur mengenai jenis dan besaran retribusi.

BAB IV
BESARAM INSENTIF
Pasal g

(1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseraius) yang dihitung dari rencana
penerimaan retribus! daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah,

(2] Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditstapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pazal 7

Penarima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan besamya
pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal & ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB WV
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
— ’ Pazal 8§

(1) Kepala SKPD pelaksana pemungut refribusi menyusun penganggaran insentif
pemungutan retribusi berdasarkan ketertuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

(2) Penganggaran ingentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja
pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian chyek belanja retrbusi.



Fasal @

Perlanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Bamberian insentif diberikan terhitung mulai bulan Januan 2014

BAR Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 4 Tahun 2013
tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak herlaku lagi

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penaempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi,

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal ¥ Pebruari 2014
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WPATI BEKASI A&



